SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR: 2/HK.03.1/3211/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional,
Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan
fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan
dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan
Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan
dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan  Komisi Pemilihan Umum, untuk
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membangun dan
mengembangkan sistem Informasi dan dokumentasi
untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudabh;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumedang tentang Pembentukan Tim Pembina dan
Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumedang.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48406);

3.Undang-Undang...........



Memerhatikan

10.

1.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019
tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi
dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Republik
Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum;

2.Keputusan........



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Republik
Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019
tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia  sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Republik
Indonesia Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor  673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019
tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang Nomor 02/PK.01/3211/2022
tanggal 10 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

Membentuk Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,
bertugas :

1. merumuskan kebijakan pembinaan dan
pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang;

2. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar
pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
dan

3. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan
hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah
satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik,
akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA,
bertugas :

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses
secara cepat dan mudah;



KELIMA

KEENAM

2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan bidang hukum;

3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya
manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim
Pengelola; dan

4. melakukan evaluasi per semester dan laporan
tahunan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan
Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran
076 Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  Sumedang
pada tanggal : 3 Januari 2022
Ketua,
Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

inan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 2/HK.03.1/3211/2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sumedang

TIM PEMBINA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PRODUK HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

Kedudukan
No. Nama Jabatan dalam Tim
1. | Ogi Ahmad Fauzi, S.IP., M.Si. Ketua KPU Pembina
2. | Asep Wawan, S.S. Divisi Hukum dan Pembina
Pengawasan
3. | Rahmat Suanda Pradja, S.T. Divisi Perencanaan', Pembina
Data dan Informasi
Divisi Sosialisasi,
" Pendidikan
4, Mamay Siti Maemunah S., Pemilihan, Parmas, Pembina
S.Sos.
dan Sumber Daya
Manusia
5. | Iyan Sopian Divisi Teknis Pembina
Penyelenggaraan
Ditetapkan di Sumedang

B haten Sumedang
ekretaris, *

el

sesuai dengan aslinya
omisi Pemilihan Umum

pada tanggal

Ketua,

Ttd,

3 Januari 2022

OGI AHMAD FAUZI




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 2/HK.03.1/3211/2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sumedang

TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PRODUK HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

No.

Kedudukan dalam
Nama Jabatan

Tim
1. Adnal Nurba Tjenreng, S.H. Sekretaris KPU Penanggungjawab
. . Kasubag Hukum o .
2. Toni Rafyudin, S.Sos dan SDM Pimpinan Redaksi
Fungsional Umum .
3. Erna Dwi Gantina, A.Md. pada Subag Hukum Staf Re@aks&/
Administrator
dan SDM
Fungsional Umum .
4. | Andika Bintang Mahardhika, S.H. | pada Subag Hukum Staf Redaksi/ .
Pelaksana Teknis
dan SDM
i Staf Redaksi/
> Barokah Hakiki PPNPN Pelaksana Teknis
Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal : 3 Januari 2022
Ketua,
Ttd,

OGI AHMAD FAUZI




